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BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
di daerah yang dimanfaatkan secara komersial wajib
dikenakan Pajak Daerah;

b. bahwa dalam rangka mempermudah Pemerintah Daerah
dalam melakukan pemungutan pajak mineral bukan
logam dan batuan kepada kontraktor dengan kegiatan
yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah
Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
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Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam
lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 368), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor
129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002
Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

7. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

8. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 18);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran
Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);

19. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020
Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022
Nomor 5).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11
Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 11), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat
baru, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7
(1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan

batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral
bukan logam dan batuan.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil
pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar
masing-masing jenis mineral bukan logam dan
batuan.

(3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah harga rata-rata yang berlaku sebagai berikut :
a. Batu kapur sebesar Rp. 15.800,00 (Lima Belas

Ribu Delapan Ratus Rupiah) permeter kubik;
b. Dolomit sebesar Rp. 76.500,00 (Tujuh Puluh

Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) permeter kubik;
c. Tanah liat/Clay sebesar Rp. 4.000,00 (Empat

Ribu Rupiah) per meter kubik;
d. Tanah Urug sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh

Lima Ribu Rupiah) permeter kubik;
e. Pasir Urug sebesar Rp. 12.500,00 (Dua Belas

Ribu Lima Ratus Rupiah) per meter kubik.
(4) Dikecualikan objek pajak mineral bukan logam dan

batuan kegiatan pengambilan yang nyata-nyata
tidak dimanfaatkan secara komersial seperti
kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah
tangga, pemancangan tiang listrik/telepon dan
penanaman kabel listrik/telepon.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf b diubah, huruf c
dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut

Pasal 13
(1) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam

dan batuan dilakukan sebagai berikut :
a. Sistem pelaporan;
b. Sistem Wajib Pungut (WAPU).
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(2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, adalah sebagai berikut:
a. Wajib pajak mengisi SPTPD;
b. Wajib pajak membayar sendiri pajak mineral

bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD;
dan

c. Bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD,
maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

(3) Sistem wajib pungut (WAPU) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai
berikut :
a. Dilakukan BPPKAD;
b. Dikenakan kepada wajib pajak yang

mendapatkan pekerjaan pemborongan dibidang
konstruksi bangunan di Kabupaten Sampang
sepanjang mineral bukan logam dan batuan
berasal dari Kabupaten Sampang dan belum
dikenakan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan;

(4) Setiap rekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c yang tidak dapat menunjukkan tanda
bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan
batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Rekanan atau pemborong yang melakukan

penagihan pembayaran nilai kontrak wajib
melampirkan RAB dari kontrak;

b. Berdasarkan kontrak dimaksud wajib pajak
terlebih dahulu ke BPPKAD untuk
menyampaikan SPTPD;

c. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak
mineral bukan logam dan batuan
berdasarkan SPTPD; dan

d. Wajib pajak yang tidak menyampaikan
SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 7 Juli 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd.
H. SLAMET JUNAIDI
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Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.
YULIADI SETIAWAN, S.Sos,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 63


